
PERJANJIAN K E R J A SAMA 

ANTARA 

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN 

T E N A G A K E R J A INDONESIA 

DAN 

INSTITUT ILMU K E S E H A T A N (IIK) S T R A D A INDONESIA 

TENTANG 

P E N Y E L E N G G A R A A N PROGRAM P E R S E D I A A N T E N A G A K E S E H A T A N DAN 

HARMONISASI KOMPETENSI BAGI P E K E R J A MIGRAN INDONESIA 

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu sembilan belas 

(10 - 09 - 2019) bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini: 

1. EL IA ROSALINA SUNITYO, selaku Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan 

Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TPA Tahun 

2015 tanggal 23 Oktober 2015, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 

Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk 

selanjutnya disebut PIHAK K E S A T U . 

2. Dr. H. SANDU SIYOTO, S . S o s . , SKM, M.Kes, selaku Rektor Institut Ilmu 

Kesehatan (IIK) STRADA INDONESIA, yang diangkat berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Yayasan Surya Mitra Husada Nomor: 014/Y-SMHA/III/2019 

tanggal 2 Agustus 2019, berkedudukan di Jalan Manila, No. 37, Sumberence, 

Tosaren, Pesantren, Kediri, Jawa Timur 64133, dalam hal ini bertindak untuk 

dan atas nama Institut Ilmu Kesehatan (IIK) STRADA INDONESIA, untuk 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

NOMOR : 493/PKS/KLNP/IX/2019 

NOMOR : 2489/IIKSTRADA/3/2.2.6/IX/2019 



PIHAK K E S A T U dan PIHAK K E D U A secara bersama-sama selanjutnya disebut 

P A R A PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. bahwa PIHAK K E S A T U adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan 

pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 

b. bahwa PIHAK K E D U A adalah Institut Ilmu Kesehatan (IIK) STRADA 

INDONESIA yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 657/KPT/I/2019 

tanggal 29 Juli 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan Surya Mitra Husada di Kota Kediri menjadi Institut Ilmu Kesehatan 

STRADA Indonesia di Kota Kediri Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan 

oleh Yayasan Surya Mitra Husada. 

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi dan BNP2TKI tentang Pengembangan Kapasitas Tenaga 

Kerja Indonesia Luar Negeri Nomor 19/M/NK/2016 dan Nomor B.07/KA-MoU/XII/2016 

tanggal 6 Desember 2016, P A R A PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian 

Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Persediaan Tenaga Kesehatan dan 

Harmonisasi Kompetensi Bagi Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan: 

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, 

sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah 

Republik Indonesia. 

2. Institusi Inkubator yang selanjutnya disebut INKAB adalah institusi pelaksana 

kegiatan harmonisasi dan pelatihan (review) kompetensi kerja yang 

dipersyaratkan oleh Pemberi Kerja. 

Pasal 1 

DEFINISI 
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Pasa l 2 

M A K S U D DAN T U J U A N 

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi P A R A PIHAK 

untuk melakukan penyelenggaraan program persediaan tenaga kesehatan dan 

harmonisasi kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasil i tasi 

pengembangan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia bidang 

kesehatan. 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 

1. penyelenggaraan persediaan Pekerja Migran Indonesia (supply) yang berbasis 

kompetensi yang terintegrasi dalam sistem Jobsinfo BNP2TKI 

(jobsinfo.bnp2tki.go.id) dan sistem informasi pada Institut Ilmu Kesehatan (IIK) 

Strada Indonesia; 

2. penyelenggaraan persediaan Pekerja Migran Indonesia untuk program 

penempatan dan pel indungan di bidang kesehatan; 

3. penyuluhan jabatan di bidang tenaga kesehatan; 

4. penyelenggaraan INKAB; 

5. penyelenggaraan harmonisasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia; dan 

6. partisipasi dalam kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh P IHAK K E S A T U . 

(1) PIHAK K E S A T U mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. member ikan informasi mengenai peluang kerja (demand) bagi tenaga 

kesehatan di luar negeri kepada PIHAK K E D U A ; 

b. member ikan dukungan kepada PIHAK K E D U A da lam menyelenggarakan 

harmonisasi kompetensi bagi calon alumni dan alumni PIHAK K E D U A ; 

c. menyampaikan perkembangan data demand; 

Pasa l 3 

RUANG L I N G K U P 

Pasa l 4 

T U G A S DAN T A N G G U N G J A W A B 
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d. memfasilitasi komunikasi (//'n/c and match) antara PIHAK K E D U A dengan 

negara tujuan penempatan, Mitra Usaha, dan Pemberi Kerja. 

(2) PIHAK K E D U A mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. mendapatkan informasi mengenai peluang kerja (demand) bagi tenaga 

kesehatan di luar negeri; 

b. menyelenggarakan harmonisasi kompetensi bagi calon alumni dan alumni 

yang berminat menjadi Pekerja Migran Indonesia; 

c. menyampaikan perkembangan data supply alumni per semester; 

d. berkomunikasi (link and match) dengan negara tujuan penempatan, Mitra 

Usaha, dan Pemberi Kerja. 

(3) P A R A PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

a. penyelenggaraan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan 

promosi; 

b. melakukan pendataan mengenai supply dan demand Pekerja Migran 

Indonesia di bidang kesehatan. 

Pasal 5 

J A N G K A WAKTU 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas 

kesepakatan P A R A PIHAK. 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan P A R A PIHAK 

dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka 

waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. 

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja 

Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, 

maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara 

tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 

pengakhiran yang diinginkan. 



Pasal 6 

PEMBIAYAAN 

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan 

kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta 

sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. 

(1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa [force 

majeur) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-

hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, larangan pemerintah secara 

nyata menghambat/mengganggu pekerjaan dan adanya penetapan pemerintah 

mengenai force majeur yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat 

melaksanakaan kewajibannya, maka pihak yang terkena force majeur 

berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi force majeur. 

(2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya force majeur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa 

tersebut sebagai force majeur oleh pihak lainnya. 

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara 

musyawarah untuk mencapai mufakat. 

(2) Apabila mufakat tidak tercapai, P A R A PIHAK sepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Pasal 7 

KEADAAN MEMAKSA 

Pasal 8 

P E N Y E L E S A I A N MASALAH 
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